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KATA PENGANTAR

Skrlpsl Ini yang dlajukan untuk memenuhl eyarat 
mencapai gelar Sarjana*Hukum pada Fakultaa Hukum UnlYersl- 
tas Alrlangga, akhlrnya selesai saya susun, walaupun me la- 
lul jalan yang eukup panjang dan lama, jalan keslbukan 
yang memerlukan keselmbangan antara tuntutan pemenuhan 
kebutuhan hldup seharl-harl, keglatan kemasyarakatan dan 
kevajlban sekallgus hak meralh jenjang tinggi dalam pen- 
didlkan.

Karya tulis yang berjudul "Masalah Surat Presiden 
Ronor 2826/HK/60 Dltinjau Dari Kedudukan Presiden Dan Dt- 
wan Perwakilan Rakyat Sebagai Pemegang Kekuasaan Membentak 
Undang-Undang** menarik minat untuk dlbahas sebab Surat 
Presiden tersebut dlpergunakan sebagal dasar hukum oleh 
Presiden (Pemerintah) dalam membuat perjanjian dengan ne- 
gara lain, walaupun Surat Presiden tersebut tidak mendapat 
tempat dalam Tata Urutan Perundanfan yang berlaku di nega- 
ra kita.

Ucapan terima kaslh saya tujukan kepada Do sen Pem- 
blmblng Bapak R.Djoko Soemadijo Sarjana Hukum dan Bapak 
PhillpuB Mandlrl Hadjon Sarjana Hukum, serta Dosen dalam 
llngkungan Fakultae Hukum Onlversltas Airlangga yang telah 
memberlkan petunjuk-petunjuk yang sangat berguna bagl pe- 
nyusunan skrlpsl lnl«
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Saya menyadari akripsi ini masih nemungkinkan 
panganbangan dan peningkatan lebih lanjtt, Untuk itu, saya 
njnyadari pula, aaran-earan sangat dibntuhkan guna lebih 
menyaftpurnakan akripsi ini,

Akhirnya, etmoga sumbangan pemikiran ini dapat 
barguna bagi pengembangan lima Hakum pada umumnya dan 
Hukum Tata Negara pada khususnya.

Surabaya» Januari 1981
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BIB I

PENMHULOAH

♦
1* Pornaoalahan

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar 
hukun kopada Presiden trntulc membuat perjanjian dengan nega- 
ra lain* Porjanjian yang dibuat oleh Presiden harus dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat* Pasal 11 merupakan 
catu-oatunya pasal di da lam Undang-Undang Daear 1945 yang 
Deoaat ketentuan tentang masalah membuat perjanjian dengan 
negara lain* Tctapi oayang pasal 11 ini sangat singkat oc- 
hingga ada boberapa masalah yang timbul di dalaonya*

Istilah "* • . dengan peraetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat * • *rt mengandung maoalah mengenai bentak hukum dari 
peroetujuan yang harus dlberikan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat yaitu apakah persotujuan itu harus diberi bentuk 
und&ng-undang ataukah tidak,

Istilah *• * * perjanjian dengan negara lain * . 
mongandung caoalah mengenai kata perjanjian itu sendiri dan 
oateri perjanjian* Hal ini disebabkan adanya bercacan-maean 
bontuk ictilah yang dapat digunakan di dalam pengertian 
perjanjian lntemaslonal atau traktat* Para sarjana mengakul 
oanpal oaat ini bahwa banyak istilah yang dlpergunakan 
untuk perjanjian internasional*

$

1
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2

Solain caoalah di atao tadi uacih ada naoalah lain 
yang tidak dapat dicard jawabnya nolalui paoal 11 yaitu 
oaoalah ratifikaai. Siapakah yang berwenang ooratiflkasl 
cuatu perjanjian dengan negara lain, apakab hak neratifi- 
kaai itn ada pada Eroaiden ataukah pada Dawan Perwakilan 
Rakyat* Hal ini ada kaitannya dengan catorl perjanjian dan 
pentabapan ponbuatnn perjanJian. Sclain itn tergalt pnla 
di oinl aongenai keaahan (oah atau tidak) ouatn perJanji- 
an dan keterikatan negara.

2. Pcnjolaean Jqdnl
Judul akripsi ini, "Kaoalab Surat Preaidon Honor 

2826/HI/60 Ditinjau Dari Kedudukan Prosidon Dan Dewan 
Forwakilan Rakyat Sebagai Pcacgang Kekuaaaan Meobentuk 
Undang-Undang".

Monurut pasal 5 dan paaal 20 Undang-Undang Dasar 
1945, Prooidon dan Dewan Porvakilan Bakyat beraana-fl&ma 
norupakan pone gang kekuaoaan nenbentnk undang-undang. Koiv 
jacaca kodua lombaga ini aebagai leiabaga tingkat tinggi 
nogara, nenpunyai kedudnkan dan hubungan bukim yang cangat 
panting di dalam ©enbentnk an dang*-un dang untuk oenberi 
lanAaoan berlakunya poraturan-peraturan hukun dan tindakan 
pooerintaban. Flclalui kedudnkan dan bnbnngan hukun kedua 
lenbaga ini oerta wewenangnya beraana-oana dalan nenbentnk 
undang~tmdangf dapat ditinjau kemball dan dibahao Snrat 
Pro oi den n ora or 2826/HK/60 yang naoib berlakn oanpai aaat
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3

ini dan digunakan sebagai dasar hukum dalam hubungan lnar 
negeri khususnya membuat per jan;J46n dengan negara lain,

Surat Presiden nomor 2826/HK/60 terbit sebagai 
uoaha Presiden (Pemerintah) untuk dapat melakukan hubung- 
an luar negeri, dalam hal ini, terutama membuat perjanji
an dengan negara lain, sebab tidak jelasnya pasal 11 
Undnng-Undang Dasar 1945 mengatur masalah tersebut, Surat 
Prosiden ini ternyata tidak tepat apabila dikaitkan de
ngan tata urutan perundangan yang berlaku sebagalmana 
yang dltetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Ke- 
tetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tclah menetap- 
kan mengenai Tata Urutan Perundangan yang berlaku di nega
ra kita.

Jadi dengan Jadul, "Masalah Sutat Presiden nomor 
2826/HK/60 Dltinjau Dari Kedudukan Presiden Dan Dewan Per
wakilan Rakyat Sebagai Pemegang Kekuasaan Membentuk Undang 
Undang", dimaksudkan agar kedua lembaga tersebut dapat 
menporgunakan hak inisiatlfnya mengajukan rancangan undang 
undang mengenai masalah pembuatan perjanjian dengan negara 
lain dengan tetap berpegang pada kepaotian hukum.

%  Alaoan pomllihan Judul
Pemilihan judul "Masalah Surat Presiden ntaor 

2826/HK/60 Ditinjau Dari Kedudukan Presiden Dan Dewan Per
wakilan Rakyat Sebagai Pemegang Kekuasaan Menbentuk Undang 
Undang", berdasarkan pemikiran bahwa saat ini hubungan
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Intercastonal yang sangat pesat dan dapat mempengaruhl 
corak peoerintahan setiap negara* menerlukan sikap tanggap 
dari Fenerintah dan Devan Perwakilan Rakyat Be hagai peme- 
gang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan Undang- 
Undang Dasar 1945 dear letetapan Majelis Porousyawaratan 
Rakyat*

Porubahan nasyarakat Internaslonal yang membawa 
aklbat atau dllkutl perubahan hukun internaslonal, akan 
nembawa pengaroh pula pada pertumbuhan hukun nasional, tor- 
utaca bag! negara-negara yang oedang berkembang* ternasuk 
dalam hal ini Indonesia,

Perjanjlan-perjanjian yang dlbuat oleh Presiden 
(Pemorintah) dengan negara lain dalam kerangka hukum inter- 
nasional dan hukum naoicnal, terleblh lagl yang menyangkut 
kepentingan nasyarakat serta kemungkinan nenyentuh kedau- 
latan rakyat dan negara, oudah seharuonya dlimbangl dengan 
uoaha menolptakan tertib hukun dan kepastian hukum melalui 
undang-undang pang dibentuk berdasarkan perse tujuan Presi- 
don dan Dewan Perwakilan Rakyat,

Untuk nelengkapi pasal 11 Undang-Undang D&sar 1945 
diperlukan undang-undang yang oeeara jelas memberikan ke- 
tegasan mengenai tatasan sampai dimana Presiden (Peaerin- 
tah) dapat membuat perjanjian-perjanjlan dengan negara 
lain tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan oampal 
oejauhmana batasannya apabila harus dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat,
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4* Tujuan Penulftoan
Paaal 11 Undang-Undang Daaar 1945 campon penjelaaan 

nya tidak menberikan pedonan yang cukup bag! Preaiden (Pe- 
nerintah) untuk nelakaanakan tugaanya mewakili negara 
congadakan hubungan luar negori, khucuanya dalaa hal ini 
nenbuat ouatu perjanjian dengan negara lain.

Surat Preaiden nonor 2826/HK/60 berisi penafairan 
terhadap paaal 11 Undang-Undang Baoar 1945 dalam bagian 
yang berhubungan dengan hal nenbuat perjanjian dengan ne
gara lain, tolah beruoaha nemberikan penyeleaaian dan 
pangaturan terhadap maaalah-naaalah yang timbul yang dise- 
babkan tidak jelaanya paaal 11 teraebut.

Surat Preaiden nooor 2826/HI/60 tanggal 22 Aguatua 
1960 temyata tidak aegera nendapat perhatian untuk diba- 
has di dalam aidang Dewan Perwakilan Rakyat, aehingga ti
dak dapat dlketahui aeeara forcal apakab materi yang di- 
tuangkan di dalan Surat Preaiden itu diaetujui atau tidak 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Surat Preaiden nonor 2826/HK/60 dalam kenyataannya 
kenudian telah menjadi ouatu ketentuan yang dljadikan 
daaar hukun di dalan nombuat perjanjian dengan negara lain. 
Surat Preaiden ini tetap tftrbontuk aurat aebagainana ben- 
tuk yang dikirimkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
tanpa perubahan bentuk hukumnya. Hal ini menimbulkan naoa
lah di dalam kedudukan hukun dari Surat Preaiden itu, apa- 
bila dihubungkan dengan Tata Urutan Porobteao ^ornndongan
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yang berlaku dinegara kita.
Dengan demlkian tujuan penulloaa lnl,diaakdudkan 

nenenukan jalan secara jelao bagalcanakah eeharusnya Surat 
Presides nomor 2826/HI/60 Itu dapat ditingkatkan kedudukan 
hnkunnya, melaui kerjasama Preoldon dan Dewan Perwakilan 
Rakyat, sehingga tercipta kepastian hukum seauai dengan 
kohendak Majelia Permusyawaratan Rakyat,

5. Itotodelogi
Peabaftaoan dilakukan melalui peabahaaan kepuatakaan 

dengan bahan-bahan 11teratar yang ada* Metode yang diper- 
gunakan dalam peabahasan ini ialah anallaa ytiridlo dengan 
menganallaa aetiap aaealah dalan ruang lingkup hukum dan 
kaitannya terhadap poraturan porundangan yang berlaku.
Analiea deakriptif akan digunakan pula dalam kerangka 
cenguralkan ouatu percaualahan yang dapat meoberikan gac- 
baran lebih non da lan mengenai naoalah hukum maupun maealah 
di luar hukum yang oatu dengan lainnya nempunjai kaitan 
oecara nyata. Sclain itu juga akan dilakukan penggunaan 
netode perbandlngan guna aakin aomperjelas suatn pengerti- 
an dan penilalan,

Pombahcaan yang aenyangkut wilayah kekuasaan ekce- 
kutlf dan legiolatif, banyak atau aedlkit, tentulah akan 
nenyinggung pula oegi polltik, yang serlngkali bahkan 
nemborikan peranan penentu atau warna bagi terbentuknya 
hukun, Oleh karena itu, oukarlah dihindari untuk tidak 
nenyinggung oanaoekali suasana politic yang ada, oobagal
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uaaha peaahami pcrnasalahan yang dikenukakan. Sehingga , 
kalau nanti ada pertimbangan polltIk yang dipaparkan dalan 
nraian Ini iiaka hanya bersifat iluetraei saja, bukan pena- 
paran sebagaiaona dilakukan oleh orang yang ahll dibiflang 
ilnu pengetahuan politik,

6* Siotlcatika Dan Pertanggungjawabannya
Pcnbahaoan okripsi ini dilakukan dengan eistinatika 

yang secara garis besarnya sebagal berikut t
Pada bab I yang aerupakan bab pend&huluan nemuat 

nengenai permaealahan, penjelaean judul, alasan pemilfihan 
judul, tujuan penuliean, metodologi, Berta sistimatifca 
penulisan*

Dalan bab II akan dikemukakan keadaan negara eebo- 
lun dan eeBudoh tahun 1960 yang dapat nenberi gambaran 
borapa becnr pongaruh dan kekuaeaan yang berada di dalan 
tangan Prosiden serta bagaimana Devan Perwakilan Rakyat 
nonjalankan fungsinya dalam situasi dan kondiei pada waktu 
itu, yaitu dalan keadaan keamanan dalan negeri yang nasih 
diliputi pergolakan karena tinbulnya penberontakan di be* 
berapa daerah dan sikap Penerintah menghadapi penberontak
en torsebut* Solain itu politik luar nogeri Penerintah 
waktu itu diarahkan kepada uoaha nenberikan pengertian 
kopada dunia internasIona1 nengenai penyelesaian naoalah 
Irian Barat, politik The Old Sstabliohe6 Forceo dan 
The How Emerging Forces, dan konffcontasi terhadap Malaysia*
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Dalam bab ini dibahaa pula kedudukan hukum Surat 
Presiden nomor 2826/HI/60 dengan molihat adanya hierarchio 
dalam undang-undang atau tata urutan peraturan perundangan. 
Peabahaaan dikaitkan dalam hubungannya dengan Ketetapan 
Hajelia Permusyawaratan Rakyat Sementara Republlk Indono- 
oln Ho.II/RPRS/1966 tentang Memorandum DPR-OR mengenai 
Sumber Tertib Hukum Republlk Indonesia dan Tata Urutan 
Peraturan Perundangan Republlk Indonesia yang telah dinya- 
takan tetap berlaku oleh Ketetapan MaJells Permusyawaratan 
Rakyat No.T/MPR/1973 dan Ketetapan Hajells Permusyawaratan 
Rakyat No.IX/MPR/1978.

Di dalam kenyataannya, bagaimanapun kedudukan hukum 
Surat Presiden itu* dalam praktek ditemui Surat Presiden 
nonor 2826/HK/60 dlgunakan sebagai dasar yuridis. Untuk 
nendapatkan ouatu jalan keluar dari masalah ini dlcoba 
nenampilkan konvenal ketatanegaraan.

Bab selanjutnya adalah bab III, yang akan membahas 
congenai pengertlan traktat dan ratifikasi dalam hubungan- 
nya dengan banyak istilah yang dipergunakan untuk menunjuk 
kepada pengertlan perjanjian internaslonal. Pasal 11 
Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan iotllah "perjanjian1*, 
tanpa ada penjelasan pengertlan lebih lanjut mengenai apa 
yang dimakoud dengan perjanjdto Itu. Hal Ini menjadl casa- 
lah sebab istilah traktat (treaty), agreement atau efeectt- 
tiTo agreement dan beberapa Istilah lain lagi aaca-aama 
berada di dalam pengertlan perjanjian internaelonal. Snrat
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Presides nonor 2826/HI/60 nenafsirkan istilah "perjanjian” 
dalan paoal 11 dan juga nenafsirka isi dari pada perjanji- 
an itu* Selftin itu ratifikasi nenpunyai nakna penting 
karona menyongkut pongakuan negara untuk tunduk dan teri- 
kat kepada ponetapan perjanjian internasional yang dirati- 
fisirnya.

Ada tiga sistim yang dikenal dalan hal ratifikasi 
yaitu (1) ratifikasi dilakukan oleh eksekutif, (2) rati
fikasi dilakukan oleh legislatif, dan (3) kedua badan itu 
berperacsa dalam prases ratifikasi perjanjian yang dibuat. 
Pasal 11 Uhdang-Undang Dasar 1945 tidak mene&tukan oistin 
nana yang diikuti, sehingga dari pasal ini juga tidak di- 
ketahui siapakah yang menpunyai wewenang ratifikasi,
Prosiden ataukah Dewan Perwakilan Rakyat,

Dalan bab , IV akan diuraikan nengenai kedudukan 
oorta hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat seha
gai penegang kekuasaan nenbentuk undang-undang berdasar- 
kan Undang-Undang Dasar 1945* Penbahasannya akan dikaitfc 
kan dengan oasalah pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 ochu- 
bungan dengan ictilah "Prosiden dengan persetujuan Dowan 
Porwakilan Rakyat nenbuat perjanjian dengan negara lain", 
Jc^n akan dJLtampilkan kaitannya dengan adanyn lototapan 
najolis Porausyawaratan Rakyat CTo.III/MPR/1978 tentang 
Kodudukan Don Hubungan Tata-Ker ja Lenbaga Tortinggi Gogara 
Dengan/Atau Antar Lenbaga-Lenbaga Tinggi Negara.

Ditaopilkan dalan ruang lingkup ini Surat Presiden
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Honor 2826/HK/60 terutana yang nenyangkut nateri per jan- 
jlan-perjanj&dn yang terpenting (trc6i&00) dan perayataan 
bahwa untuk perjanjian lain (agrocnents) disanpalkan kepa- 
da Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui saja* 
Peroetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat hanya diperlukan 
npabila menyangkut perjanj&an-perjanjian yangterpenting 
saja sebagaimana telah diperinoi oleh Presiden,

Ikan dibahas pula mengenai batalah hak inisiatif 
yang dlmiliki oleh Dewan Perwakilan Bakyat untuk mengaju- 
kan rancangan suatu undang-undang dan aejauh mana hak itu 
harus digunakan. Surat Presiden nomor 2826/HK/60 nerupa- 
kan ouatn slkap positif yang harus dioanbut dengan elkap 
tanggap oleh Dewan Perwakilan Bakyat oebagai suatu uaaha 
koarah penemuan pedeman di dalam nelaksanakan ketentuan 
Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang nengarah kepada ko- 
pastian hukun dan tertib hukun, Peranan penggunaan hak 
inisiatlf di sini secara effektif sebagai konsekwensi raele- 
katnya hak tersebut pada tubuh Dewan Porwakllan Bakyat 
nenogang posisi penting*

Bab 7 merupakan bab' terakhir yang berisi keslmpulan 
dan saran, yang mengakhiri pembahasan mengenai "Hasalah 
Surat Presiden Ho*2826/HK/60 Ditinjau Dari Kedudukan Presi- 
don Don Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Penegang Kekuasaan 
Menbentuk Undang-UndangS•
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BAB II

SURAT PRESIDEN NOMOR 2826/HK/60 MENURUT 
HUKUM DAH KENYATAANNTA

Suaaana Ketatanogaraan Dan Politlk Pada Saat Terbitnya 
Surat Presiden

Surat Piesiden nomor 2826/HK/60 tanggal 22 Aguatua 
1960 terbit pada saat seluruh negara Indonesia nasih 
berada dalam keadaan perang dan darorat perang*

Kcadaan dalam situasi aeporti itu dimulai pada per- 
nulaan tohun 1957» sehingga norna-norma biasa hukun tata- 
nogara dapat diganti dengan atau didampingi oleh ketentuan

4hukum tata negara darurat atau "ataatanoodrecht”.
Keadaan negara menurut koterangan Penerintah nulai

1 April 1961 oobagal berikut t
1,Da©rah yang tidak lag! dalam keadaan bahaya : 
a*Daerah tingkat 1 Bali ;
b.Daerah tingkat I Kalimantan Tengah ;

2.Daorah yang dalam keadaan darurat sipil :
a.Daerah Iatimewa Yogyakarta j 
b*Kereaidenan Bojonegoro ;
o.Koresidenan Madura ;

% Daerah yang dalan keadaan darurat niliter : 
a♦Dacrah tingkat I Riau ;
b.Daerah tingkat I Kalimantan B&rat ;
c.D&erah tingkat I Kalimantan Timur ;

1Kuntjoro Purbopranoto^car-Dasar Hubunpan Warrra- 
nogara Dengan Pemerintah, cet * ll,lJniver8itaa Airlangga,

11
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d.Daorah tingkat 1 Jawa Tengah, kecuali Keresidenan 
Pokalongan dan Banyumao (yang oasih dalan keadaan 
perang) ;

e.Daerah tingkat I Jawa Timur, kecuali Kotapraja 
Surabaya (yang masih dalam koada&n perang; aorta 
Koresidenan Bojonegoro dan Kereeidenan Madura 
(yang audah dalam keadaan dararat sipil) ;

f.Daerah tingkat I Nusantara Barat ;
g.Daerah tingkat I Nusantara Timor ;

4.Da*rah yang dalam keadaan perang :
a.Daerah tingkat I Aceh ;
b.Daerah tingkat I Sumatora Utara ; 
c*Daerah tingkat I Sumatera Barat ;
d.Daorah tingkat I Sumatera Selatan ;
0.1fcerab tingkat I Jambi ; 
f.Daerah tingkat I Jakarta Raya ; 
g*Daorah tingkat I Jawa Barat ;
h.Korosidenan Fekalongan dan Eorea&denan Banyunao ;
i.Kotapraja Surabaya \
J»Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan ; 
k,Daerah tingkat I Sulawesi Utara/Tengah ;
1.Eaorah tingkat I Sulawesi Selatan/Tonggara ; 
m.D&erah tingkat 1 Maluku ;
n.Daerah tingkat I Irian Barat ;
o.Wilayah porairan ; 
p.Wilayah udara.
Penberontakan-pembesontakan yang terjadi di Tanah

Air pada vaktu itu dipandang oangat berbahaya ditinjau
dari tiga segi pokok yaitu :

1. Herusak dasar-daear donokraoi
2. Menancing intervene! asing

%3. Wolenahkan potenei naoional v

2Kotorapran Pemerintah Mengonai Sltnagi Negara, 
diucapkan eleh Monieri fcrtama H.fijuanda dalam rapaF"plcno 
Dowan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,5 Juli 196l,Ponerbit- 
an khusus9J)epartomen Penerangan R.I«,l96l,h«42 - 43.

^Kenenterian Peneranjgtn,Penyolovengan Yang Mombaha- 
yakan Hegara,Percetakan Negara,iakarta , 1 $ .
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Menghadapi masalah keamanan dalam negeri Pemerintah 
mengambil sikap "tidak bersedia mengadakan perundingan a-

4tau kompromi dengan pemberontak".
Tingkat keadaan berbahaya dan keadaan perang telah 

♦ disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dengan de- 
mikian keadaan ini berarti telah pula diterima oleh selu
ruh rakyat Indonesia.Hal ini dapat kita lihat pada Undang- 
Undang No.79 tahun 1957 L.N. No.160,dilaksanakan dengan 
Keputusan Presiden No.225 tahun 1957,yang disahkan menjadi 
Undang-Undang No.79 tahun 1957 L.N. No.79 diperpanjang de
ngan Undang-Undang No.82 tahun 1958 hingga Desember 1959. 
Undang-Undang keadaan bahaya tahun 1957 diganti dengan Pe
raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 tahun 
1959 L.N. No.139 yang kemudian dijatfikan Undang-Undang de
ngan Undang-Undang No.1 tahun 1961 L.N, No.3.

Dalam soal politik luar negeri pada masa ini dipeng- 
aruhi oleh suasana perjuangan membebaskan Irian Barat yang 
masih berada di dalam cengkraman Belanda.

Usaha-usaha penyelesaian melalui perundingan dengan 
pihak Belanda secara langsung tidak berhasil,demikian pula 
usaha menyelesaikan persoalan Irian Barat di forum Inter
nasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhirnya Pe
merintah Indonesia mengambil sikap dengan cara perjuangan

^Djuanda, op cit,h.40.
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phisik mengerahkan sejumlah pasukan tentara dan sukarela- 
wan langsung kedaerah Irian Barat. Usaha terakhir ini ter- 
nyata membawa hasil yaitu pada tahun 1969 Perserikatan 
Bangsa-Bangsa menerima baik hasil penentuan Pendapat Rak
yat yang berisi keputusan rkkyat Irian Barat melalui Act 
of Free Choice untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Politik lain di bidang luar negeri yang mulai di- 
kembangkan pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno ialah 
membagi dunia menjadi dua bagian yang terdiri dari The Old 
Established Forces dan The New Emerging Forces.

Ketegangan politik luar negeri ini memuncak ketika 
Malaysia yang dianggap sebagai negara hasil pembentukan 
Inggeris- yang bersifat Neo Kolonialisme diterima menjadi 
anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 
tahun 1964. Indonesia tidak dapat menerima tindakan Perse
rikatan Bangsa-Bangsa dan menyatakan keluar dari keanggota- 
an Badan Interaasional tersebut*

Roeslan Abdulgani menyatakan pendapatnya mengenai 
tindakan keluar dari keanggotaan yang dilakukan Indonesia 
sebagai berikut :

Keluarnya Indonesia bukan sekedar dinyatakan sebagai 
"non-aktipM atau "non-participating*,melainkan "with 
draw" atau f,pull-out" yaitu bukan sekedar non-aktip 
atau tidak ikut arobil bagian sebagai orang yang absen  ̂
atau tidak hadirtmelainkan benar-benar menarik diri...

^Roeslan Abdulgani,25 Tahun Indonesia-PBB.Gunung 
Agung,Jakarta,1972,h*14.

5
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I&nsekwenoi dari sikap ini Indonesia nelancarkab 
konfrontaoi terhadap Malaysia, dan nonbentuk Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tandingan yang dinanakan Gonferenco of tho 
How Emerging Forces,

Dowan Porwakilan Rakyat nolihat fakta situasi nega
ra baik di dalam negeri aaupun di luar negeri naopaknya 
nenbutuhkan Pomerintah yang kuat dan berwibawa, karenanya 
eonderung untuk eelalu menbenarkan tindakan atau kobijak- 
canaan yang ditenpuh oleh pifcak okeekutif. Kadang-kadang 
Dowan Perwakilan Rakyat nenolak raneangan undang-undang 
atau ketotapan jrpng diajukan Pomerintah, nanun kata putus 
biasanya ditentukan oleh Penerintah dan Dewan Porwakilan 
Rakyat akhirnya nenyotujuinya atau bersikap membiarkan 
tanpa kepaatian formal menerima ttcm nenolak.

Dokrit Presiden Rcpublik Indonesia pada tanggal 
5 Juli 1959 menunjukkan lemahnya kemampuan tanggung jawab 
politik para anggota Konstituante dan dilain pihafc menun- 
jukkan adanya suprcmaei oksekutif•

Para anggota Konstituante tidak caopu untuk nenea- 
pai konsenous mengenai dasar negara untuk undang-undang 

&daoar baru, Golongan terbesar di dalan Kontituante yang

^Mirian BudiardJotDasar-Dasar Ilmu Politik.. 
P.2* Granedia,Jakarta,1977th.to*
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tidak dapat menperoleh suara oayoritao 2/5 oemutuskan
7nntttk tidak menghadiri lagi oidang-oidang Konstitnante,

Dengan Dokrit "Konstitunnto sobagai badan yang ber- 
tugao nenbuat dan uenetapkan Konstituoi yang barn dan bar-

edaulat ponuh*, dibubarkan oleh Presidon* Dokrit ini 
dongan ouara >ulat dioetujoi oleb Dewan Perwakilan Rakyat 
pada tanggal 22 Juli 1959.^

nclihat takta oejcrah yang mendasarkan diri pada 
kooelamatan bangoa dan negara aecara ntnh aorta kepontinm
an Haeional yang menyelurmh, °cara-cara otoriter yang 
oentrallotls dapat digunakan, setelah terjadi suatau caoa
perpecaban yang berlangsung lana, atan apabila terdapat

10pertontangan yang tajan nengenai tujnan casyarakat".
Dalam anasana ketatanegaraan dan politik soperti 

dinraikan di atas itulah Surat Presiden Ko.2826/HK/60 tor- 
bit dan berlaku tanpa mendapat pombabasan dari Dewan Por- 
wakilan Rakyat dengan statue hakam yang tidak jelas, sefeab

7'Iemail Sunr,Porgosoran Kokuasaan Eksekatif.cet.il 
C*T. Calindra#Jakarta,l9b5,h*fB:5*

®Muhanad Tanin,Proklamael Dan Konctltaol Republlk 
Indonesia, cot * V, Jambatan, Jakarta *1954,b*18?. 

qIsmail Sany,op cltth.184.

10Lucian W.Pye.Domokrasi Dan Ponbangunan Politik# dari kumpulan karangan Miriam Budlardjo (od)t Fboalah 
Kono/tar aan ♦cot.I, P.I. Grace dia * Jakarta , 197 5, b. 19 9.
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tidak d&tolak totapi tidak juga diterina seeara fornal. 
nonang padawaktu itu sangat diporlukan kotentnan yang da
pat dijadikan pedonan oleh Presides untuk nelaksanakan 
pasal 11 Undang-Uhdang Dasar 1945 dalao rangka 9

per jelattan-perjalanan suhibah dan politik ko luar no- 
gori untuk perjuangan anti-inperialisne dan anti-kolo- 
nialisne* toraaouk penyelesaian coal Irian Barat di 
forum Intomasional* nonperkokoh kedudukan dan perjo- 
angan Eopublik Indonesia di dunia Intomasional* 
nengadakan perjanjian-perjanjfcan persahabatan dan kor- 
jasana dengan negara-negara lain. • .

2. ledudukan Hukun Surat Presiden
Hierarchic da Ian peraturan hukun nenunjukknn keku- 

atan nengikat dan kedudukan huktn yaitu* "tfadang-Undang 
tingkatan lebih rendah* tidak boleh bertentangon dengan 
Undang-Undang tingkatan lebih tinggi . * .* sehingga» 
"Undang-Undang tingkatan lebih rendah harus undor untuk 
Undang-Undang tingkatan lebih tinggi ♦ * ^

Surat Presiden ]Jo*2826/HK/60 yang borbentuk Surat 
Presiden kepada Kotua Dovan Perwakilan Rakyat berdasarkan 
hiorarehis dan bentuk peraturan hukun* tidaklah sondapat 
tenpat dalan sistin urutan bentuk peraturan hukun Undang- 
Undang Dasar 1945. Dengan denikian kedudukan hukum dan

11Dinanda.op cit*h. 50 - 56.

12lpeldoom*Inloiding Tot Do Studie Van Het Coder 
landse Rocht*torjenahan OotanJ dadino,cot.Yii*tfoor tfocala, 
Jakarta*i9b0*h*77.
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kekuatan nengikatnya tidak dipunyai oleh Surat President 
tersebut.

Hajclis Pernusyawaratan Rakyat Sonentara tahun 1966 
□enetapkan hierarehls dan bentuk peraturan hokum nenurut 
Undang-Undang Dacar 1945 berdaBarkan memorandum Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Kotetapan Hajelis Pernu- 
syawaratan Rakyat Senentara No *XX/MPRS/1966) adalah seba- 
gal berikut :

1.Undang-Undang Daear Republlk Indonesia 1945 >
2.Kotetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat,
3*Undang-Undang/Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-Undang,

4.Peraturan Penerintah*
5*Keputusan President
6.Poraturan-pera6ttran pelaksana lainnya seperti s 
-Peraturan Renteri,
-Instruksi Menteri*
-dan lain-lainnya*
Prinsip "Undang-Undang tingkatan lebih rendah, ti

dak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tingkatan le
bih tinggi” diakui dengan tegas di dalan ketetapan ini, 
yang dinyatakan denikian, “sesuai prinsip ffegara hukun, 
caka setiap peraturan perundangan haruo berdasar dab ber- 
ouober dengan tegas pada peraturan perundangan yang ber- 
laku, yang lebih tinggi tingkatnya11 (lihat bagian II A 3 
Henorandum DPR»GR).
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Hierarchis di atas dan prinsip yang terkandung di 
dalftanya tetap dinyatakan berlaku oleh Hajell8 Permuoya- 
waratan Rakyat yang bukan lag! bersifat sementara dengan 
Kotetapan Hajells Permusyawaratan Rakyat No#V/MPR/1973* 
Dinyatakan oleh pasal 3 nya "tetap berlaku dan perlu di- 
seDpurnakan"»

Ketetapan Hajelis Pernusyawaratan Rakyat 
Bo*Y/HPR/1973 yang beriel peninjauan kenbaftl produk-produk 
yang borupa Ketetapan-Ketetapan Ilajelio Permusyawaratan 
Rakyat Sementara juga mengedepankan prinsip "kepaotian ko- 
dudukan hukum11 bagi peratoran-poratucafa hukun. Prinsip ini 
dftkonukakan pada bagian dasar portimbangan oub e yang ber- 
bunyi, "bahwa perlu ada Ketetapan Hajells Pernusyawaratan 
Rakyat yang menetapakan kepastian kedudukan hukum dari 
Ketetapan-Ketetapan Ha jells Permusyawaratan Rakjrat • • 

Ketetapan Hajelis Permusyawaratan Rakyat 
Ho.V/WPR/1973 masih tetap diberlakukan dan perlu penyenpur- 
nann pasal 3 &T& dilanjutkan, demlkian Ketetapan Ha jells 
Pernusyawaratan Rakyat No*IX/HPR/1978 tentang perlunya 
penyeopumaan yang termaktub dalam paoal 3 Ketetapan Ha je
lls Pernusyawaratan Rakyat Republlk Indonesia flo*V/HPR/1973* 

Dengan demlkian Surat Presiden Ho.2826/HK/60 yang 
hanya berbentuk surat tidak dapat dlklasifikaslkan ke dalaa 
bentuk Kcputusan Presiden atau Peraturan-peraturan pelaksa- 
na lalnnya, sehingga Ourat Presiden juga tidak mendapat 
tompat dalam sistim tata urutan poraturan perundangan
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sebagaimana dltetapkan oleh Majelis Pernusyawaratan Rakyat 
peri ode tahun 1966,1973 dan 1978* Jadi berdasarkan sistim 
ini kedudukan hukum dan kekuatan nengikatnya tidak pula 
dipunyai oleh Surat Presiden*

Surat Presiden No*2826/HK/60 dalan praktek oering 
dlsebut dalaa istilah Amanat Presiden dan digunakan seba- 
gai daear hukum untuk beberapa peraturan baik yang ber- 
bentuk Undang-Undang maupun yang berbentuk Keputusan 
Presiden misalnya ; Undang-Undang Ho*1 tahun 1971 1«0« 
tahun 1971 Ho*15 T.L.H* Ho*2956 { Undang-Undang Ho*2 ta
hun 1971 Ii.H* tahun 1971 Ho* 16 T1L#H# He.2957 ; Undang- 
Undang Ho.9 tahun 1971 L*H* tahun 1971 Ho*77 T.L.N.
Ho.2972*

Penggunaan Surat Presiden Ho.2826/EK/60 sebagal 
dasar hukum berarti nenempatkan Surat Presiden sebagal 
oalah satu sumber kewenangan untuk nenbuat suatu perturan 
perundangan, dan dalan kenyataannya hingga saat ini Surat 
Presiden teroebut nasih tetap berlaku dalan praktek keta- 
tanogaraan*

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara 
lengkap nenberlkan pengertlan atau ketentuan nengenai 
bentuk hukum dari persetujuan yang harus diberlkan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat, pengertlan perjanjian dapat ne- 
nimbulakan dua pengertlan traktat atau agreenent, materl 
perjanjian apa saja yafeg dikehendaki pasal 11 dan nasalah 
siapa yang berhak neratifisir*
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Dengan denikian tanpak dieini kebutuhan yang harus 
oegera dipenuhl d&n nengandung manfaat untuk terbitnya 
Surat Presiden Do.2826/HI/60 lalah t

I.Hubungan Internaslonal yang cangat intensif per- 
kenbangannya ;

2 *Perlu adanya tindakan-tindakan yang eepat dari 
Penerlntab untuk dapat acmgimbangi perkeabangan 
hubungan internaslonal ; dan

3.Tidak lengkapnya pasal 1f Undang-Undang Dasar 
1945 nemberikan ketentuan tentang hubungon inter* 
nasional yang dapat dijadikan pedoaan oleh Presi
den untuk membuat perjanjian dengan negara lain*

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa borla- 
kunya Surat Preolden No.2826/HI/60 adalah karena konTenoi 
ko tatanegaraan * Sobab dalaa llau hukun dlkenal dua aspek 
penentu yang aerupakan syarat untuk aenentukan konvensi, 
yaitu oocara aateriil dan secara psichologis. ^  Secara 
oaterlil, perbuatan yang aeninbulkan hukum kebiasaan 
(konTensi) itu harus dilakukan berulang-ulang, dan secara 
poichologls harus aenenuhi rasa adanya keharusan (oplnl 
necessitatis). Surat Presiden nomor 2826/HI/60 telah ae- 
aenuhi kedua kriterla tersebut yaitu secara materiil telah

^ J. G. Starke,An Intrductlon To International Lav, 
terjeaahan F.Isjwara,E<iIdi tv,Alumni,Bandung, 1972,h,21."
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feerulang-nlang dlgunakan sebagai dasar hukum dan secara 
psichologis telah memenuhi adanya rasa keharusan memennhl 
kebutuhan melengkapi pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945*
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BAB III

TRAKTAT DAE RATIFIKASI

1. Pongortlan Traktat dan Iol Traktat
Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 nenggunakan isti- 

lah "perjanjian", tanpa ada ponjelasan lebih Ianjut nengo- 
nai apa yang dlnaksud dengan perjanjian itu, dan nateri 
a pa yang menjafli isi porjanjian itu*

. . * kcsulitan yang kita tenui di dalan menpelajard 
nasalah perjanjian ini adalah banyaknya istilah yang 
dlgunakan untuk porjanjian internacional ini. Perjan- 
]ian intemasicaal itu adakalanya dlnamakan traktat 
troaty).pacta (pact),konvonoi (convention)#piagan 
statute)9 charter,deklarasi,protokol,arrangement, 

accord,nodus ▼iTendi*covcnant,dob. Dilihat socara 
yuridls semua istilah ini tidak menpunyai artl ter- 
tontu, dengan perkataan lain sonnanya nerupakan 
porjanjian intemaoional . . .  1:1

»■
Sobelun Mochtar Kuoumaatmadja, Starke telah nenge-

mukakan pula banyaknya istilah yang dipergunakan untuk
pengertlan perjanjian Intemaoional.

Mongenai bentuk-bentuk dan peristilaban traktat-trak
tat modern, terdapat banyak kegaduban. Hal ini dlseb 
babkan oleh beberapa faktor, terutana timbulnya tra- 
dlsi dan bentuk-bentuk diplomatik lama, yang sullt 
disesuaikan dengan kehldupan intemasional modern, 
yang juga pendirian laissor fairo Uogara-nqffara yang 
tidak oau nengadakan tertib dalaa oistin.

15Hochtar KusuBaatBadja.Pongantar Hukun Intemnalo- 
nal,Buku I - bagian unum,Bina cipta,Bandung,1976,ki111 - TT7.

Starke.op clt.h.202.
23
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Selanjutnya menurut Starke*
Traktat juga disebut dengan istilah-istilah lain, 
misalnya: I.Konpenoi, 2.Pretokol, 3 ♦ Per so tujuan,
4.Perikatan (Arrangement), 5.Preses-V©rbal, 6«Statuta 
(Statute), 7*Deklarasi, 8.Modus Vivendi, 9.P«rtukaran- 
Nota, IQ.Ketentuan Pqnutup (final act), H.Ketentuan 
UQon (general act).

Di tengah-tengah kegaduhan bentuk-bcntuk dan isti-
lab-iotilah perjanjian intemaclonal serta tidak lengkap-
nya pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masalah
penbuatan perjanjian internaslonal itulah terbit Surat
Presiden No.2826/HK/60/

Surat Presiden ini oembagi perjanjian internaslonal
dalan kaitannya dengan pasal 11, nenjadi dua yaitu traktat
(treaty) dan agreement. Istilah "perjanjian" dalam pasal 11
dlberl penafsiran dalam Surat Presiden tersebut, nenunjuk
kepada pengertlan traktat yang mengandung materi t

a.Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempenga- 
ruhi haluan politik luar negeri Uegara sepefcti halnya 
dongan perjanjian-perjanjian persahabatan, persokutu- 
an (alliansi), tentang perobatan wilayah atau penetap- 
an tapal batao.
b.ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehing- 
ga nempengaruhi haluan politik luar negeri Negara, 
dapat terjadi batswa ikatan-ikatan sedemlklan dieantnn- 
kan di dalam perjanjian kerjasaca ekonomi dan tehnls 
atau pinjaman uang.
e.Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau no
nut ut slstim perundang-undangan kita harus diatur de
ngan Undang*Undang, sepertl soal-soal kewarganogaraan 
dan soal-soal kehakimnn.

1Tm 4 Th <2 0 3 .

Mas Soobaglo»Boberapa Problema Hukun Pada Uquron.va 
Dan Tate Negara Pada Khueuonya.cot.I, Jt lunnl.Bandung.19
^selanjutnya disingkat Mas Soebagio I),h.108 -110.

18
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Sedangkan porjanjian-perjanjian lain yang tidak 
teraaook di atas diberi penafsiran oemmjok, kepada penger- 
tian agreemnnt dan mengandong nateri yang tidak Jermasok 
nateri yang telah ditontuken sebagai nateri traktat*
Menorot Starke, "Istilah traktat (troaty) pada umunnya 
dipergunakan bagi persetojoan-persetojoan perdamaian, per-

19oekutuan atao ceasle wilayah".  ̂ Oodangkan, "Persetojo- 
an (Agreenent) bersifat tidak seresmi traktat » , • diper
gunakan ontok persetojoan-persetojoan yang bersifat tehnie
atao administratip, ditandatangani oleh wakil-wakil Depas-

20temen, dan tidak usah diratifisir*.
Hochtar Kosomaatmadja nenbagi atao nengadakan pen-

bedaan perjanjian international nenjadi doa golongan.
Pada ouatu fihak terdapat perjanjian-perjanjian inCGr- 
nacional yang diadakan nenurot tiga tahap penbentokoxi 
yakni perondingan, penendatanganan dan ratifikasi dan 
pada fihak lain perjanjian intemasional yang hanya 
nelewati 2 tahap yakni perondingan dan penandatanganan. 
Biasanya perjanjian golongan pertama diadakan ontok 
hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan per* 
setujuan dari badan-badan yang neniliki hak ontok 
nengadakan perjanjian (treaty naking power), sedangkan 
perjanjian-perjanjian golongan kedoa yang lebih seder- 
hana oifatnya diadakan ontok perjanjian-perjanjian 
yang tidak begito^fcenting dan nemerlokan penyelesaian 
yang eepat • . .

1Q Starke.op cit««h*204.

20Ibidi,h.204 - 205.

Mochtar Koaonaatcadja»op cit».h.112.21
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Solain pendapat kedua sarjana di atas dapat dikemu-
kakan di sini pendapat Sunario nengenai traktat dan isi
traktat,sobagai berikut :

Perjanjian negara dalam makna terbatas (Traite), yakni 
suatu persetujuan internaslonal yang aeapunyai sifat 
"luhur" (ploehtig) dan mengenai soal-soal banyak yang 
terkumpul (koaplex) atau oeal-soal yang istimewa dan 
tertentu, yang aaat penting sekali, seperti perJanJl- 
an-perjaniian politik tentang: perdamaian, persekutuau 
(alltanoi), persababa ton* penbelaan, jaainan, noutra
il tet, penyorahan daerah, peabatasjm daerah dsb^ te- 
tapi Juga tentang perniagaan dll. 22 " ,

Ronurut Sunario lebih lanjut, traktat aeaerlukan 
ratifikasi sedangkan yang bukan traktat tidak us ah aenuntf- 
gu ratifikasi.

Berdasarkan pendapat ketiga sarjana tadi raaka dapat 
dikatakan bahwa traktat aerupakan perjanjian infernasional 
yang ter penting di ban ding kan dengan perjanjian Interna si- 
onal yang lain, bahkan bersifat luhur. Oleh karena itu, 
traktat harus nclceati tiga tahap peabentukan yakni perun- 
dingan, penandatanganan dan ratifikasi. Ratifikasi aeru- 
pakan tahapan yang tidak dapat ditinggalkan untuk traktat 
oebab aenyangkaft keterikatan negara dan kesahan perjanji
an yang dibuat*

2. Ratifikasi Perjanjian
Ada tiga sistim yang dikenal dalam hal ratifikasi 

yaitu t 1.Ratifikasi oleh legislatif, 2.Ratifikasi oleh

Sunario»Tentang Terjadlnya Perjanjian Hegara.eet.il. 
Balai Pustaka,Jakarta,1950,h.1$ - fi.

22
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ekaekutif, 5* Red tux badan Ini berporanan bersaca-sama dalan 
proseo ratifikasi perjanjian.

Saat sekarang banyak negara menganut sietin kotiga 
yang nenberikan kehidupan demokrasi lebih beear dengan 
berperanannya eksekutif dan legislatif bekerja saoa dalam 
prooes pembuatan perjanjian. fii dalam oiatim ini dapat 
torjadi badan legielatif lebih nenonjol atau sebaliknya 
badan ekaekatif yang lebih menonjol. Siotin ketiga ini di 
Ancrika Serikat, walau Prosidon nelakukan ratifikasi, Se
na t oonpunyai hak yang menentukan berupa "nasehat dan per- 
cetujuan" (advice and consent) terhadap kekuaoaan Presiden 
nenbuat perjanjian dengan negara lain. Hak Senat tereebut 
hanya nonentukan di dalam pembuatan traktat, tidak menge- 
nai porjanjian-perjanjian yang tidak begitu penting bero- 
pa "executive agreements** atau perjanjian-perjanjian yang 
dibuat Presiden sendiri berdaaarkan kekuasaan yang melekat 
padanya.

Di Indonesia, dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 
1945, ketentuannya tidak secara tegas membedakan perjanji- 
an-porjanjian manakah yang nengandung cateri sebagai 
"traktat” dan yang manakah perjanjian kurang penting atau 
Executive agreements". Paaal 11 hanya menyobutkan, " . . .  
membuat perjanjian dengan negara lain".

Hengenai istilah perjanjian ini, kita coba memban- 
dingaknn paaal 175 Konatitusi B.I.S. 1949 dan pasal 120 
Undang-Ohdang Dasar Senentara 1950, yang dahuln pernah
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berlaku oebelum diundangkannya kemball Undang-Undang 
Dacar 1945. Di dalam pasal 175 Konotitusl R.I.S. 1949 
secara tegas dlnyatakan, Presides oengadakan dan mensahkan 
oegala perjanjian (traktat) dan persetujuan dengan negara- 
negara lain. Dari ketentuan Ini jelas terlihat dua materi 
yang disahkan Presiden yaitu perjanjian yang disebut trak
tat* dan perjanjian yang hanya berupa persetujuan dengan 
negara lain. Pasal 120 Undang-Undang Dasar Sementara 1950* 
juga mempunyai ketentuan yang oana membagl perjanjian da
lam dua bentuk yaitu traktat dan persetujuan.

Dari ketentuan ini dapat ditarlk penafsiran bahwa 
istilah perjanjian dalam paoal 11 Undang-Undang Dasar 1945 
lebih tepat mengandung pengertlan traktat yang memerlukan 
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan materi 
perjanjian yang kusang penting tidak memerlukan persetuju
an Dewan Perwakilan Rakyat dapat disebut oe&agal persetu-

2'55juan dengan negara lain.
Flengenal materi apakah yang masuk dalam bentuk per- 

jonjian dan apakah yang masuk dalam bentuk persetujuan 
atau agroement* Surat Presiden nomor 2826/HK/60 yang ber
laku berdaBarkan konvensl ketatanegaraan sebagaimana telah 
dijelaskan di muka nenentukan agreemont atau persetujuan 
yang mengandung materi lain dari materi traktat(treaty) 
tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

ox'Moehtar Kusumaatmadja,op olt.»h.113.
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Dalam hal ini Presiden hanya nenyampaikan naskah yang
telah diratifisir kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
diketahui* Isi persetujuan yang dibuat dengan negara lain
ini dipergunakan untuk batas waktu yang pendek nemuat
perhubungan tetap antara negara-negara, misalnya perniaga-
an, atau nenetapk&n aturan-aturan unun untuk nelaksanakan

21ouatu perjanjian*
Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan 

seoara tegas siapakah sebenamya yang berhak neratifisir 
perjanjian, di situ hanya disebutkan "Presiden dengan per- 
setujuan Dewan Perwakilan Rakyat aembuat perjanjian • . 
Dalan ketentuan ini terlihat, Dowan Perwakilan Rakyat ha
nya nemberikan persetujuan dari perjanjian yang dibuat 
Presiden dengan negara lain, tidak nenpunyal wewenang rati
fikasi. Pada pasal 175 Konstitusi R*1*S*1949 dan pasal 120 
Dndang-Undang Dasar Senentara 1950 jelas ditentukan Presi
den nensahkan perjanjian atau traktat* Dari ketiga Hndang- 
Undang Dasar ini dapat ditarlk keslnpulan adanya persanaan 
nengenai tidak berwenangnya Dowan Perwakilan Rakyat nera- 
tifikasl perjanjian.

Selftin itu dapat dikemukakan penjelasan pasal 10 
sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, yang nc- 
netapkan bahwa kewenangan nenbuat perjanjian merupakan

Sunario,loceit.24
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hak prerogatU Presiden yang aeapunyai wewenang karena 
kedudukannya sebagai Kepala Negara. Dengan deaikian trak
tat aenjfcdi «ah setelah diratiflair oleh Presiden* dalaa 
hal ini selaku lepala Negara yang aempunyai hak prerogatif* 
Perjanjian atau traktat berlaku sah setelah ditandatangani 
Presiden dan aengikat rakyat setelah diundangkan dengan 
prosedur perundangan yang berlaku.
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BIB IT

KEDUDUKAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAD RAKYAT 
DALAR PBHBENTUKAIT U1TQAHQ&UNI&NG

1, Eddudukan ffukum dan Hubungannya
Paoal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, 

NProsiden memegang kekuasaan meabentuk undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Penjelasan pasal 5 
ayat 1 nya nenyatakan* *kecuali executive power, Presiden 
bersana-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan 
legislative power dalam negara". Pasal 20 ayat 1 berbunyi* 
"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan 
Porwakilan Rakyat”. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ker- 
jasana kearah persetujuan kedua belah pihak merupakan sya- 
rat nutl&k untuk dapat dihasilkan, diterlma dan disahkan- 
nya suatu undang-undang. Atau dengan kata lain, suatu 
undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar .1945 * meru- 
pakan hasil kerjasana yang menampakkan kedudukan dan hub
bungan sederajat dan seimbang antara Presiden dan Dewan

2*5Perwakilan Rakyat. y
Kerjasama antara Presiden dan Dewan Perwakilan 

Rakyat nerupakan syarat mutlak konstitusionil bagi penyu-

^Pakultao Hukua Uniyersitas Airlangga.Perunnsan 
Ilmiah Tontang KodudukanDan Hubungan Lenbaga-Leabaga frcga- 
ra tingkat Pusat Itengan Presiden,Surabaya.kasll Workshop. 
1972.

31
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ounan ouatu undang-undang. Hubungan keduanya dan kedudukan 
hukun kcdua lenbaga ttoggi ta3ara ini, oangat nenentukan 
dalan ponyusunan perundang-undangan carta noletakkan lan- 
daoan hukun bagi oegala tibdakan dalan lapangan pemerintah- 
an negara Republik Indonesia.

Basal 11 Undang-Undang Dasar 1945, nenentukan, Pre- 
siden dangan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat nenbuat 
porjanjian dengan negara lain. Hal ini berarti, tanpa per- 
ootujuan Dewan Perwakilan Rakyat naka tidak dapat dlharap- 
kan Presiden nenbuat perjanjicn (traktat) dengan negara 
lain. Tanpa adanya kerjasana antara Presiden dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat naka persetujuan tidak akan diperoleh.

Presiden hanya dapat nenbuat perjanjian tanpa perse
tujuan Dewan Perwakilan Rakyat apabila perjanjian itu boru- 
pa agreenent yang isinya bukan nengenai nateri yang dite- 
tapkan untuk traktat sebagainana ditentakan dalan Surat 
Presiden nomor 2826/HK/60. Untuk bentuk agreenent tidak 
terdapat kerjasana antara Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat , sebab Dewan Perwakilan Rakyat hanya dlberittihh 
untuk nengetahui saja, tidak untuk diminta peroetnjuannya. 
Dalan hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersifat pasif tanpa 
torlibat dalan kegiatan kerjasana. Sebaliknya dalan neng- 
hadapl ratifikasi perjanjian9 Dowan Perwakilan Rakyat ter- 
libat dalan kegiatan bekerja bersaca-caca dengan Presiden, 
noncapai persetujuan dengan landasan kemauan yang sana 
dari kedua pihak.
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Hubungan Ice dua lembaga ini n ate in terlihat saling 
oenentukan satu sama lain* apablla dikaitkan dengan pasal
8 (ayat ?) Ketetapan Majelis Peroucyawaratan Rakyat nomor 
III/HPR/1978 tentang Hubungan Tatakerja Antar Lembaga-Lem- 
baga Tinggi Negara yang isinya mengharuskan Presiden mem- 
perhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Porwakilan Rakyat. 
Porhatlan yang tidak atau kurang eungguh-sungguh dari Pre- 
oiden dalam rangka membuat perjanjian dengan negara lain, 
dapat nengakibatlcan Dewan Perwakilan Rakyat menolak membe- 
rikan persetujuannya.

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mempergunakan fungei 
pengawaoannya untuk sclalu mengawasi tindakan-tlndakan 
Presiden, apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presi- 
den sungguh tidak memperbatikan snnra Dewan dan melanggar 
haluan negara* dalam Hal ini* pelaksanaan politik luar ne
geri yang bebaa aktif yang diabdikan kepada kepentlngan 
nasional* sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang 
Daoar atau Majells Permusyawaratan Rakyat.

Dalam hal materi perjanjian atau traktat tidak da
pat dirubah dan Dswan Perwakilan Rakyat hanya dapat memin- 
ta koterangan melalui hak interpelasinya* maka apablla 
Dewan tidak puae mengenai keterangan atau penjelaoan yang 
diberikan Presiden atau Pomerintah* Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat menyatakan pendapatnya terhadap keterangan tersebut 
dalan bentuk memorandum, reaolusi atau mosi. Selain itu9 
Dewan Perwakilan Rakyat yang para anggotanya juga menjadl
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anggota Majelis Pcrmueyawaratan Rakyat dapat menggunakan 
kekuasaannya nengundang Majelis untuk nengadakan persidang- 
an istimewa agar dapat meminta pertanggungjawaban Presiden 
terhadap tindakan hubungan luar negerl.

BerdaBarkan kedudnkan dan hubungan antara Presiden 
dan Dewan Perwakilan Rakyat dt atas, tampak dengan jelas 
poranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kebijaksanaan, pelak- 
oanaan dan pengawasan politik luar negerl9 termasuk di da- 
lamnya pembuatan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan 
bentuk hukum atau yuridis dari persetujuan Dewan Perwakil
an Rakyat. Dengan deniklan Dewan Perwakilan Rakyat tidak 
□empunyai keharusan untuk memberikan persetujuan dalam ben
tuk undang-undang. Hal ini berbeda apablla dibandingkan 
dengan paoal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Se- 
mentara 1950 serta pasal 175 ayat 1 dan ayat 2 Konstitusi 
R.I.S.1949, yang menetapkan seeara tegas wadah atau bentuk 
persetujuan dalam Undang-Undang«

Pasal 120 ajat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Se- 
nontara 1950 berbunyi sebagai berikut *

(1) Presiden mengadakan dan mensahkan perjanjian (trak
tat) dan persetujuan lain dengan negara-negara lain. 
Kecuali jlka dltentukan lain dengan Undang-Undang, 
perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, 
melainkan sesudah disetujui dengan Undang-Undang.
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(2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dsn persetu
juan lain, dilakukan oleh Presiden hanya dengan 
kuasa Undang-Undang*
Konstitusi R.I.S.1949 di dalara pasal 175 ayat 1 dan 

ayat 2 menyatakan :
(1) Presiden mengadr.kan dan mensahkan segala perjanji

an (traktat) dan persetujuan lain dengan neg^ra-ne- 
gara lain, Kecuali jikr. ditentukan lain dengan Un- 
dang-Undang Federal, perjanjian ptau persetujuan 
lain tidak disahkan, raelAlnkan jika sudah disetu- 
jui dengan Undan^-Undang•

(2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetu
juan lain, hanya dll-kukan oleh Presiden dengan 
kuasa Undang-Undang Federal*

2* Hak Inlpiatif Devan Perwakilan Rakyat
Hak inisiatif berupa hak nengajukan rrncangan undang< 

undang dim!lit! oleh Presiden dan Dewan Pervakilan Rakyat, 
Rancangan ftndang-undtng dari anggota-anffrota Devan Perwa- 
kilan Rakyat ini walaupun telah disetujui Devan Perwakli
en Rakypt secara menyeluruh, tidak dapat dltet^pkan menjf*- 
di undang-undang apablla belura disahkan oloh Prenlden, 
Demikion pul?> sebaliknya, rancangan undang-undang yang 
diajukan Presiden tidak akan fepat ditetapkanmenjadi 
undang-undang selama belum mendapat persetujuan drri Devan 
Pervakilan Rakyat* Persetujuan kedua belah pihak bag! pen-
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beniukan rancangan undang-undang nonjadi undang-undang 
nerupakan syarat mutlak dari pihak nanapun yang meng&jukan 
rancangan lebih dahulu, baik dibuat dan diajukan oleh Pre- 
oiden atau Penerintah naupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Henurut pacal 21 Undang-Undang Dasar 1945, setiap 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat nonpunyai hak nengajukan 
rancangan undang-undang* Rancangan undang-undang yang di- 
ajukan anggota tadi apabila diterima oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat oebagai keoeluruhan, caka rancangan undang-undang 
tersebut nenjadi Rancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan 
Rakyat* BerdaBarkan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Dasar 
1945» walaupun rancangan tersebut disetujui Dewan Perwakil
an Rakyat, tetapl apabila tidak disahkan oleh Presiden na
ka rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persldang- 
an Dewan Perwakilan Rakyat masa itu* Donikian pula nenurut 
pacal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, jika suatu ran- 
eangan undang-undang tidak nendapat persetujuan Dewan Per
wakilan Rakyat, caka rancangan itu tidak boleh dlajukan 
lagi dalan persidangan Dewan Porwakilan Rakyat pada itu.
Hal ini herarti pula Bancangan undang-undang yang beracal 
dari hak inisiatif Presiden nendapat perlakuan yang saca 
dan ooinbang dengan rancangan undang-undang dari inislotif 
Dewan Porwakilan Rakyat.

Dari ketentuan di atao yang nenberikan landaoan hak 
usul inisi&tlf bagi Dewan Perwakilan Rakyat naupun Presi- 
den certa hak untuk tidak nenberikan persetujuan kepdda
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kcdua bolah pihak terhadap rancangan yang diajukan, nembe- 
rikan gambaran :

1. bentuk "pengawasan" oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
terhadap Pomerintah, apablla ada masalah penting 
yang menyangkat kehidupan nasyarakat, tetapi Peme- 
rintah ternyata tidak menyusun dan merigajukan ran
cangan undang-undang yang berkaitan dengan kepen- 
tingan masyarakat tersebut, maka Dewan Perwakilan 
Rakyat mengajukan rancangan undang-undang yang ber- 
hubungan dengan kepentingan nasyarakat tersebut ;

2. saling menentukan dan berada dalam kettudukan yang 
saraa kuat, tidak dapat saling menjatuhkan dan mem- 
bubarkan satu sama lain, bagaloanapun tajamnya per- 
bedaan yang terjadi sehubungan dengan materi ran* 
cangan undang-undang yang diajukan oleh salah satu 
pihak atau masing-masing pihak ;

3. saling tergantung dan terikat untuk mengadakan ker- 
jasama, sebab masing-masing pihak mempunyal semaoam 
hak veto untuk tidak memberikan persetujuan terha
dap rancangan undang-undang yang tidak disetujul 
oleh oalah satu pihak*
Pcabentukan undang-undang dalam prosesnya melalui 

beberapa tingkatan yang meliputi :
I. Rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan 

Rakyat atau inlslatif Pomerintah*
II» Penbahasan dalam Dewan Perwakilan Rakyat bersaoa
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Pemerintah. Dalam pembahasan ini, Dew»n Perwakilan 
Rakyat menerima dan menyetujui atau raenolak suatu 
rancangan undang-undang, Apabila Dewan Perwakilan 
Rakyat menerima dan menyetujui suatu rancangan 
undang-undang menjadi undang-undang, maka undang- 
undang tersebut dikirim kepada Presiden (Pemerintah).

III. Pengesahan oleh Presiden.
IV. Diundangkan dan diterbitkan dalam Lembaran Negara 

lepublik Indonesia, agar undang-undang tersebut 
mempunyai kekuataa . hukum.
Dalam sejarah hidup kenegaraan sejak proklamasi 

tahun 1945 ternyata prakarsa pembentukan undang-undang se- 
bagian besar lebih banyak berasal dari inisiatif Pemerin
tah. Produk Dewan Perwakilan Rakyat yang berupa undang-un
dang usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sejak prokla
masi tahun 1945 sampai tahun 1974 dibandingkan dengan se- 
luruh undang-undang hanya mencapai 3*...# • . .

Sedikitnya jumlah rancangan undang-undang yang di
ajukan Dewan Perwakilan Rakyat ini, memberikan pengaruh 
yang besar terhadap kepentingan masyarakat, yang suaranya 
diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehing
ga gambaran kedudukan yang saling menentukan dan sama kuat 
menjadi lebih cenderung kepada kepentingan Pemerintah.

^las Soebagio.Enslklopedia Perundang-Undangan Repu- 
blik Indone sia,cet.I1 Alumni, Banctung~ 1^76 (selan j utnya di- 
singkat flasHSoebagio Il),h.35.
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Banyak produk berupa undang-undang yang telah dise-
tujui Dewan Perwakilan Rakjrat aelama ini kurang mempunyai
daear-daaar yang mantap, bila ditinjau dari aegi yuridia.
Undang-Undang itu kurang didasarkan pada masyarakat, tapi

27lebih pada kepentingan penguasa, 1 Undang-Undang 
yang beraaal dari inisiatif Pemerintah lebih menonjol 
jumlahnya maupun kepentingannya bagi Pemerintah, sebab ;

* . . proaesnya selalu, Pemerintah membuat rancangan 
undang-undang, lalu dibahaa dan kemudian disetujui 
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sen- 
diri belum menggunakan hak iniaiatifnya untuk raenyu- 
aun rancangan undang-undang. Dari kenyataan ini ten- 
tulah kepentingan Pemerintah lebih menagjol, karena 
Pemerintahlah yang berinisiatif . . .

Surat Preaiden nomor 2826/HK/60 dampai aaa^ ini 
telah mempunyai masa berlaku aekitar 20 tahun dengan ben
tuk tidak berupa undang-undang maupun aalah aatu bentuk 
peraturan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang- 
Undang Dasar 1945 maupun Ketetapan Majells Permusyawaratan 
Rakyat Sementara No.XX/MPRS/1966. Mengingat Surat Presiden 
tersebut mengatur hubungan luar negeri antar negara dan 
hubungan luar negeri saat ini makin penting peranannya, 
katena makin lebarnya sikap pintu terbuka, aebagai akibat

27Soerjono Soekanto,wawancara dengan S.K. Eompas, 
aelesai penandatanganan piagam kerjasama DPR-RI dengan 
Universitas IndonesiatKompas,24 Februari 1979,h.I.

28Albert Hasibuan.wawancaca dengan S.K. Kompasr 
Kompas,28 Februari 1979,h.I dan VI.
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:,amt Ircciccn  oc^or £C?G/ ^/CO cerorataa ott^p 
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pendapat 7 0x13 tidak dr*.pit dicntaten,
1. di 83 tu pihak berpcndnprvt Devon Perwckilan Hckyat 

ccnpttnyni hak ratified drn
2, dl loin pihak berpendrpt Vhrao Preolden (lepalQ 

Ecgaro) Xah yanc ceEpttay 1 hak ccmtificir, ee- 
dahtfkan Devrji Fervakilfm Uakyrvt hanya ccapunyal 
hak ncnberiksn pereetnjoan er.Ja. 91
Penyenpttrn&anf pcnertiten drn pccfcimm di hidrjnfl 

fcnkira ncnpaknya caoih onlit dilrtutrn eelrm Bovcn Per
wakilan rakyat den feccrlntrJi, encih Irntnn dalcn olfcap 
drn ccrta fcurr-ncnya eenco of urgency Crn ccnoo of
fxiaritleo dengan cnealah-Gicalrh hu&ira* ^

0 , Trzriv* Tnngprxrp Atrfl Prftagran Pechtrx EneOTg-*
iinneto r « m W w « n  J<e*lr£n ienelitian Ilukira d&n Krlminilogi Fokultro tnkun 

Univcrcitno X>odJ\dJarm#Bandun£t 1972#h. 14*
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KESIMPUIiAH DAN SARAH

1* Koslmxmlan
Penentuan kebijaksanaan,pelaksanaan serta pengawas- 

an politik luar negeri menjadi sangat penting untuk dapat 
diikutl oleh lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil peme
rintah yang turut serta merundingkan serta menanda-tangani 
suatu perjanjian atas nama bangsa dan negara,tetap berpe- 
gang kepada kepentingan nasional atau kepentingan umum 
sebagalmana yang telah ditetapkan dalan mufakat nasional.

Hubungan kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat menjadi sangat menonjol di dalam menjaga kesepakatan 
nasional yang berintikan kepentingan umum dan nasional* 
Hubungan ini,pengaturan wewenang dan batas-batas kekuasaan 
yang memberikan jaminan kepada pihak Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas masing-masing 
dalam kaltan dengan paBal 11 Undang-Undang Dasar 1945, 
hingga saat ini belum cukup memadai menjadi pegangan yang 
pasti bag! Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat*

Pedoman ketentuan yang sampai saat ini dipergunakan 
dalam bidang membuat perjanjian dengan negara lain atau 
hubungan luar negeri ialah Surat atau Amanat Presiden 
nomor 2826/HK/60,nampak kurang tepat apabila dijadikan da
sar hukum sebagalmana yang dikehendaki oleh Ketetapan

43
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Majelis Permusyawaratan Rakyat Senentara Nornor XX/MPRS/1966 
yuncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 
Y/KPR/1973 pasal 3.

2. S a r a a
Boberapa pemikiran akan saya ketengahkan pada akhir 

tulioan ini sebagai saran-saran ;
1.Kedudukan hukum Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 
yang hanya sebagai pedoman pelaksanaan pasal 11 
Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditingkatkan men
jadi undang-undang sehingga jelao kedudukan hukum 
nya di dalam hierarchis peraturan perundangan*

2.Pengertian "dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat* dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 
perlu secara tegas diberi bentuk hukum apabila 
suatu perjanjian yang dibuat Presiden disetujui 
Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Pemerintah harus 
pagi-pagi sekali menyampaikan penjelasan materi 
perjanjian atau rancangan perjanjian,agar supaya 
Dewan Perwakilan Rakyat yang musyawarahnya moner- 
lukan waktu banyak dan melalui prosedur yang pan- 
jang dapat segera menetapkan landasan hukum bagi 
tindakan-tindakan Pemerintah atau Presiden di na- 
sa yang akan datang dalam nelaksanakan perjanjian 
internasi6nal jang dibuat*
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3.Pengertian istilah "perjanjian (traktat)" dan 
"persetujuan (agreement)" perlu secara tegas di- 
tuangkan dalam rumusan yang jelas dan pasti dalam 
bentuk undang-undang,sehingga dapat ditetapkan 
secara terpioah apakahn itu pengertiannya traktat 
atau agreement* Dalam kaitannya dengan istilah 
perjanjian pada pasal 11,saya berpendapat istilah 
perjanjian tersebut lebih te$at ditetapkan seba
gai pengertlan traktat,tidak aencakup pengertlan 
agreement,sehingga Pemerintah atau Presiden senan- 
tiasa dapat mengikuti perkembangan hubungan inter- 
nasional yang selalu meningkat kepentingan dan 
masalahnya.

4*Prakasa perundang-undangan yang sebagiah beear 
beraoal dari Pemerintah perlu segera dlimbangi 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga produk per
undang-undangan dapat terhindar dari titik berat 
bagi kepentingan Pemerintah atau penguasa belaka* 
Iobangan dni dapat terwujud apablla Dewan Perwa
kilan Rakyat melaksanakan secara konsekwen clta- 
cita dan asas "dari rakyat,oleh rakyat serta un- 
tuk rakyat",dengan menghindari pertimbangan sem- 
pit yang hanya memikirkan kepentingan golongan 
atau daerah sendiri.
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LAMPIRAH

Surat Prooiden nomor 2326/HE/60 tanggal 22 Agust us 
1960, peritaal pembuatan perjanjian-perjanjian dengan nega
ra lain, yang dikirimkan kepada Kotua Dewan Perwakilan 
Rakyat di Jakarta dan tembusannya difeirimkan kepada Mente- 
ri Luar Negeri, HenCtet Kchakinan, Mcn66ri Pcnghubung De
wan Porwakilan Rakyat/Ha]elis Pernucyawaratan Rakyat*
Ioi lengkap ear at tersebut :
1. Dengan ini diminta dengan hormat perhatian Saudara atas 

coal kerjasana antar Pcme&intah dan Dewcn Perwakilan 
Rakyat dalam rangka paaal 11 Undang-Undang Dasar di da
lan hal cengadakan perjanjian-perjanjian dengan Negara- 
nogara lain*
Soperti diketahui pasal 11 Undang-Undang Easar senentu- 
kan bahwa :
"Presiden dengan persetujuan Dowan Porwakilan Rakyat 
nenyatakan perang, nenbuat perdanaian dan perjanjian 
dongan Hogara lain?*

2* Mcnurut pendapat Pcnorintah perkataan "perjanjian11 di 
dalan paoal 11 ini tidak mengandung art! segala perjan
jian dengan Negara Asing, tetapi hanya porjanjian-per- 
janjian yang penting oaja, yaitu yang mongandung soal- 
ooal politik dan yang lazinnya dikehondaki berbentuk 
traktat atau treaty* Jika tidak diartikan, naka Poncrin- 
tah akan tidak nenpunyai eukup keleluaeaan bergerak
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untuk aenjalankan hubungan intemaoional dengan sewa- 
jaraya karona untuk tiap-tiap porjanjian walaupun 
nengenai ooal-soal yang kecil-kecil haras diperbleh 
persetujuan terlebih dahulu dari Dowan Porwakilan Rak
yat, oodangkan hubungan intemaoional dewasa ini derni- 
kian intonsifnya, sehingga aenghendaki tindakan-tindak- 
an yang eepat dari Pemerintah yang aeabutuhkan prooedur 
kenstitusionhl yang lanear.

Untuk aenjaain kelancaran di dalan pelaksanaan kerjasa- 
na antara Poaorintah dan Devan Perwakilan Rakyat seba
gai tertera di dalan pasal 11 Undang-Undang Dacar, Po- 
norintah akan aenyaapaikan kepada Dewan Perwakilan Rak
yat untuk ceaperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rak
yat hanya perjanjian-porjanjian yang penting saja 
(treatioo), yang diperincikan di bawah9 sedangkan per
janjian lain (agreeaents) akan dieampaikan kepada Dowan 
Porwakilan Rakyat hanya untuk diketahui.
Perlu diainta perhatian di cini, bahwa paoal 11 Undang- 
Undang Dasar tidak aenentukan bentuk yuridio dari per- 
ootujuan Dowan Perwakilan Rakyat itnt sehingga tidak 
ada keharusan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk nenbo- 
rinya dengan Undang-Undang.

Sosu&d dengan pertiabangan-pertiabangan yang tersebut 
di atas Peaerintah fcerpendapat bahwa porjanjian-perjan- 
jianf yang barns disaapaikan kepada Dewan Perwakilan
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Rakyat ontok nendapat persetujuan sebelunpya disahkan 
oleh Preoiden, ialah perjanjian-perjanjian yang lasin- 
nya berbentuk treaty yang nengandung nateri sebagai 
berikut t
a* soal-soal politik atau soal-soal yang dapat nempeng- 

aruhl haluan politik luar negeri Negara oeperti hal* 
nya dengan perjanjian-perjanjian persahabatan, per
janjian-perjanjian persekutuan (alliansi), perjanji- 
an-perjanjian tentang perobahan wilayah atau penetap- 
an tapal bates*

b. Ikatan-ikatan yang sedenikian rupa oifatnya sehingga 
menpengaruhi haluan politik luar negeri Negara; da
pat terjadi bahwa ikatan-ikatan oedemikian dicantun- 
kan di dalan perjanjian kerjasana ekononi dan tehnio 
atau pinjanan uang* 

o* Soal-soal yang nenurut Undang-Undang Dasar atau nenu- 
rut sistim perundang-undangan kita harus diotur de
ngan Undang-tJndang, seperti soal-ooal kewargaan noga- 
ra dan soal-soal kehakinan*
Perjanjian-perjanjian yang nengandung nateri yang 

lain yang lasinnya her bentuk agreenent s akan disanpaikan 
kopada Dewan Porwakilan Rakyat hanya untuk dlketahui soto- 
lah dioahkan eleh Presiden*
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